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KATA PENGANTAR

Dokumentasi (LLID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2024 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas
amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik dan memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik pada masyarakat maupun
stakeholder terkait melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

4 MOHAMAD DENI ZAKARIA, S.STP., M.Si.
o Pembina Tingkat |
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik
sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan
keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih
mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu ) adalah pejabat yang
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu
ciri penting dari negara demokratis yang menjungjung tinggi kedaulatan rakyat.
Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan
Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan
negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok,
Sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan
secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui
pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan
Publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat maupun

stakeholder terkait.
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1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/021 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Struktur Organisasi PPID Bapenda Provinsi Jawa Barat

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Atazan PPID Pembantu

Sakretaris Badan Pendapatan Dasrakh

PPID Pembantu

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bidang Pengolahan Data Bidang Pelayanan Informasi Bidang Fasilitasi
dan Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Sengketa Informasi
K linator Koordinator Koordinator

1. Kepala Bidang Pemgedolaan
1.Kapala Bidang Parencanaan dan Pendapatan

FPengembangan Fendapatan 2 Miapala Pusat Pengalolaan Pandapatan 3
2. Kepala Bidang Pengeiolaan Siktem Dasenh Frovinel Wilsysh, Evnluasl Persdapatan

Inforrrasi Pendagatan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

Kepala Bidang Pengendalian dan

i
: Pejabat Fungsional
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BAB Il
GAMBARAN UMUM PPID

2.1Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Informasi Publik
Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID pada dasarnya sudah
memenuhi Sarana dan prasarana layanan informasi publik sesuai ketentuan yang di

harapkan seperti:

1. Saranadan prasarana Layanan Informasi Publik

a. Ruangan dan Meja Pelayanan Informasi Publik
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b. Papan Pengumuman Informasi di Kantor Pusat Bapenda Jabar dan
tersebar di 34 P3D (Samsat) se Jawa Barat
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c. Sarana Khusus Bagi Pemohon Informasi Yang Berkebutuhan Khusus (difabel)

d. Formulir Permohonan Informasi Publik Bapenda Provinsi Jabar

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7

@ Jatan 566197 Faksmit (022) 7584880

Wiebsite: bapenda jabarprov.go.id - E-mai bapendal goid
BANDUNG - 40286

FORMULIR PERMOHONAN INFORMAS!
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAV BARAT

FORMULIR PERMOHONAN INFORMAS|

(RANGKAS
No. (diisi petugas) -

Namal Osganisasi Pemahon
No. KTP/ SIM Paspor

No : =
No. SKT Kezbangeol usss crpresass [

Alamat

Pekeqaan
NomorTelepon

email
Rincian Informas: yang Dibutkan
amounnas Astas b pert)

Tujuan Penggunaan Informas:

SamOanias Aesas e perk)

- [

Cara Memperoleh informas **

§ra

D Mendapatkan Saknan informas (hardcopy! soficapy ™"
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f. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik

Jalan Soekamo Hatta No. 528 Telepon (022) 7566107 Faksimil: (022) 7564860
Wobsite: bapenda jabarpioy.qo.id e-mail: bapendag@jabarprov.go. id
BANDUNG — 40286

| unTuK PETUGAS No. 44/Porm.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pemohon/ Pengguna Informasi Publik;

Nama Azmi Ayu Alsyah Hanun

Tompat, Tangal Lahi . Bandung, 11 Oktober 2001

No_ Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) 3273095110010001

Nama Organisas! Sekolah Tinggl lmu Ekonomi Ekuitas
Informasi yang C 1zin Kuesioner

Diterima Oleh Desk Layanan Informasi PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada
tanggal 24/3/2025

Potugas, tm}ﬂw
| A7
usyels

g. Format Pemberitahuan Tertulis Sebagai Jawaban Atas Permohonan Informasi

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Saekamo Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880

Website: www.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG —- 40286
—_—

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Bordasarkan Permohonan Informasi pada Tanggal 19 Bulan Novembor Tahun 2025 dengan nomor
150/Per Kami kepada Saudarali

Nama Evelyn Teresa

Alamat  JL.Nangka Rt 08 Rw 04 kec.Belj
Pekerjaan Mahasiswa

No. Telp/ e-mall 081382725667

Tujuan Permohonan  : Permohonan Izin Penelitian Data
Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informas! Dapat Diberikan:

Hal-hal Terkait Informasi
No. e Keterangan

[4 Softcopy (termasuk rekaman)
Hardcopy! salinan tertulls
[ Penyalinan | RP v.occcce X covver % R covcrrerrns
[ Pengitiman | Rp .......
X Lain-ain ‘Rp .......
Jumlah ‘Rp i
3. | Waktu Penyediaan Hrl Kerja

1. | Bentuk Fisik yang Tersedia

2. | Biaya yang Dibutuhkan

Penjelasan penghitaman/ pengaburan informasi yang dimohon (tambshkan hertas bla perts)

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:
[ Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan Informas! yang belum didokurnentasikan dilakukan dalam Jangka vaktu ...... Harl
Kerja
[] Informasi yang diminta dikuasal oleh Badan Pubilk lain yaitu ..

Bandung, 19 November 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMAS| DAN DOKUMENTASI
PPID}
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINS| JAWA BARAT

X
Y

SITI ANNISA SUHENDAR
NIP. 19830807 201001 2 012

h. Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Di Tempat Pelayanan Atau

Kantor Perangkat Daerah.

MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSi JAWA BARAT

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJIINI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN”"

KEPALA BAPENDA JABAR

ASEP SUPRIITNA. S.IP, S.AN, MM.
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2.2 Sumber Daya Manusia dan Inovasi Pengembangan Layanan Informasi

1. Pengelola Informasi dari seluruh P3D

9FBFC4ADGE
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2. Koordinasi secara berkala antara pengelola PPID Bapenda Jawa
Barat dengan PIC Kehumasa di 34 P3D Se-Jawa Barat, Bidang teknis
serta kepala P3D Wilayah Se-Jawa Barat ( SAMSAT )
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3. Inovasi Pengembangan Layanan Informasi dan Pengaduan Samsat

Information Center :

1. Samsat Information Center

() hemssiann o
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bopenda ®)

Punya Saran, Keluhan
Atau Pengaduan
Tentang Layanan SAﬂSAT Jabar

SAMSAT INFORMATION CENTER
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Call Center Halo Bapenda
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3. WhatsApp Chat Bot

Inbox
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5. Formulir permohonan informasi,

Download Daftar Informasi Publik dan Daftar

Informasi D

ikecualikan Bapenda

melalui aplikasi whats app chatbot pada Samsat Information cente

1044 & oAl
<@ SAMSAT BAPENDA JABAR ¥

jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan informasi yang bersifat
terbuka, sesuai dengan amanat UU No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Dengan keberadaan PPID maka

i yang akan mer
permohonan informasi lebih mudah dan
tidak berbelit karena dilayani lewat satu
pintu.

Silakan klik tombol di bawah untuk
mengakses informasi-informasi yang
disediakan Bapenda Jawa Barat

E List
SAMSAT BAPENDA JABAR @
Layanan Informasi Publik (PPID)
PPID adalah Pejabat Pengelota Informasi da
Formulir Permohonan 2019

Berikut link Formulir Permohonan

informasi/

L mem
t g an » ©
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Layanan Informasi Publik (PPID)

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi yang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan informasi yang bersifat
terbuka, sesuai dengan amanat UU No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Dengan keberadaan PPID maka

T yang akan

permohonan informasi lebih mudah dan
tidak berbelit karena dilayani lewat satu
pintu.

Silakan klik tombol di bawah untuk
mengakses informasi-informasi yang
disediakan Bapenda Jawa Barat
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SAMSAT BAPENDA JABAR @
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ukkan kode pada Aplikasi NDE
2 Ketik pesan httpS?/S

1] @] <

10:44 oAl

('e SAMSAT BAPENDA JABAR ¢

Hai

Halo Bestie Samsat Jabar. Selamat
datang di Samsat Information Center.

Silahkan ketik nomor di bawah ini

1. Informasi Layanan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)

2. Informasi Lokasi dan Jadwal Layanan
Samsat

3. Frequently Asked Question (FAQ)
Implementasi Kebijakan Penghapusan
Kendaraan

4. Layanan Informasi Publik PPID
Bapenda Jabar

5. Pengaduan/Keluhan dan Saran

Layanan Informasi Publik (PPID)

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi yang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan informasi yang bersifat
terbuka, sesuai dengan amanat UU No 14

‘“”rﬂéh’svandl Nedara: Dokurrieh digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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BAB Il
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1.1 Pelayanan Informasi Publik dan Rincian Jumlah Permintaan

Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat disediakan secara online melalui website dan secara offline yaitu
pemohon informasi meminta informasi dengan datang secara langsung ke kantor Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan rincian atau penjelasan terkait
dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2024 pada Poin 3.1.2 tentang jumlah Permintaan

Informasi Publik.
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3.1.2 Jumlah Permintaan Informasi Publik.

RINGKASAN LAPORAN AKSES PUBLIK PPID BAPENDA JABAR bqpmdo

TAHUN 2025
Bulan - Informasi - ’ | Profesi -
Pemohon Informasi Permohonan Tersedia Permohonan Tidak Tersedia Rata-rata Wakiu permohonan (hari) |
—  — —
Informasi Yang Diminta Profesi
@ Permohonan Data Mahasi
 Penelitian / Wawancara/ Quesioner ® P; S‘:stata
@ Permohonan Data ® LSM e
@ Informasi Layanan bt U
@ Lainnya @iy
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3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur
secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban
Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat
memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selalu
berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang

diminta.

3.1.4 SP4N LAPOR Bapenda Jawa Barat
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi
dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan
pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses

website www.lapor.go.id . LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2015. SP4N - LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang
menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan
kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.
Adapun tujuan SP4N adalah agar :
e Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat,
tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
e Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan
pengaduan; dan

¢ Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar 15
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https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9FBFC4AD6E



https://www.lapor.go.id/

3.1.5 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sockamo-Hana No. 528 Telp, (022) 7566 197 Fax 2 (022) 7564880
BANDUNG « 40286

Nomaor : ZR56MK0M 04.01/82 ke
LAPORAN SP4N LAPOR PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025
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3.1.6 Alur Permohonan Informasi Publik Bapenda Jawa Barat

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Waktu Pelayanan Informasi:

Senin s/d Kamis :09.00 - 15.00 WIB
Istirahat :12.00 - 13.00 WIB

Jumat : 09,00 - 15.00 WiB
Istirahat :11.00 - 13.00 WiB

Kami Layani Informasi
Anda Tahu,
Masyarakat Maju!

ATASANPPID A
+ Kebeeotan Intormasi yong pemahon SELESAI
Sekretariat PPID Pembantu Pyt Loy Sy e@ﬁ?

PPID set0ion maksimal 30 nart kera

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat proaes pargajuan kabaratan

puas A
2 MENGAJUKAN SENGKETA
— - Mengajukan Sengketo informar: dopot
TIOAK otuton mokumal 14 har kerk sejok
pris Gitaremanya toggapan dori Atasan PRID
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PENETAPAN STANDAR TARIF NTUK MAHASI
BIAYA PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SR L gt ol

Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2014 No. 30

Te a Petunjuk F D yelenggaraan Pemerintah Daerah
Bersedia untuk mengirimkan soft copy Tugas Akhir yang telah final sebagai arsip Bapenda
Bab Xl Jabar.
Penetapan Biaya Py Ir

Pasal 28
1. Biaya 1 kepada
< sadan Publik dapat mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik ?_?____2’__!;9

seringan mungkin.

3. Biayap 1informasi gait dimaksud ayat (1) terdiri atas biaya:

1. Penyalinan Informasi Publik;
2. Biaya pengiriman Informasi Publik; dan
3. Biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat
informasi.
4. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada butir (3) ditetapkan berdasarkan
pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wﬂayah setempat.
5. Standar biaya p salinan i Publik i d butir (1)
dapat ditetapkan dalam surat keputusan Pimpinan Badan Pubiik setnhh
masukan dari masyarakat dan sesuai ketentuan

6. jang belum ada pan Pimpij mmmmmnm
biaya ril yang kan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
===-:"::
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024 ini berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian pelayanan kepada masyarakat

dengan mengacu kepada standar layanan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini kami buat. Kiranya laporan ini dapat dijadikan
bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

4 ] ] B
Ditandatangani secara elektronik oleh :

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

4 MOHAMAD DENI ZAKARIA, S.STP., M.Si.
i Pembina Tingkat |
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